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WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR [ . TAHUN 2015

TENTANG

REVISI PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

—_

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Bahwa memenuhi ketenituan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor ~ Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
perlu ditetapkan Revisi Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Revisi APBD Tahun Anggaran 2015;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88):

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 )

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416); scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman
pelaksanaan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah No 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 02 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah yang Menjadi Kewenanganr Kota Pagar Alam

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor. 03 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Surat Keputusan Gubernur Nomor: 783/KPTS/BPKAD/2014 tanggal
29 Desember 2014 tentang hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Pagara Alam
tentang APBD Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang
Penjabaran APBD Tahun 2015;

Surat Keputusan Gubernur Nomor: 123/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 27 Januari
2015 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah



Kabupaten / Kota dan Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REVISI PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1

Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah................... Rp. 35.765.316.000,-
b. Dana Perimbangan............................ Rp. 583.668.093.401,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah.......... Rp. 217.720.342.820.-
Jumlah Pendapatan ...........c.ccoouovueeenooeooeeosoeeeo Rp. 837.153.752.221,-
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai ....................... Rp. 270.568.108.458.-
2) Belanja Hibah..........cocoooooooi . Rp.  7.249.441.061.-
3) Belanja Bantuan Sosial............... Rp. 825.200.000,-

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp. 500.000.000,-
5) Belanja Tidak Terduga............... Rp. 1.500.000.000.-

Rp. 280.642.749.519,-
b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai ....................... Rp.  9.926.256.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa............. Rp. 243.851.426.836,-
3) Belanja Modal ........................... Rp. 352.981.056.893.-

Rp. 606.758.739.729,-
Jumlah Belanja ..........ccoocccvmininiinnieeeeeececeeeeceoeo Rp. 887.401.489.248,-
CDRFIBIE Jeussissssisunconnsasssrnensasneeneraronsssasssssssssssis sss st Stk nneemmnmnnres (Rp. 50.247.737.027.-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan.............cccccoooovvirvinnnn, Rp. 60.247.737.027,-
b. Pengeluaran .................coocoovvrrennnn.n. Rp. 10.000.000.000,-
¢. Jumlah Pembiayaan Netto................ Rp. 50.247.737.027,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan...................... NIHIL



